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ABSTRAK 

Kedaulatan rakyat adalah pedoman dalam negara demokrasi. Dalam 

tercapainya kedaulatan rakyat maka negara harus menjaga dan mengayomi segala 

keinginan rakyat. Penulisan ini bertujuan untuk membuka wawasan terbaharukan 

mengenai konsep constituent recall atau recall referendum dalam upaya menguatan 

kedaulatan rakyat. Selama ini konsep recall terjadi di Indonesia secara penuh dikuasai 

oleh partai politik dan dipandang menciderai marwah kedaulatan rakyat. Dalam 

penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan melakukan 

pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan kerangka konseptual, dan kasus. 

Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk pemecahan suatu masalah atas isu 

hukum yang ada, tentunya didukung dengan pendekatan undang-undang yang 

berkaitan dengan isu yang diangkat, serta mengangkat kasus yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap, dan menggunakan kerangka konseptual yang berpedoman 

dengan pandangan dan doktrin yang legal dalam ilmu hukum. Partai politik dinilai 

menghambat proses penyaluran aspirasi masyarakat di dalam lembaga legislatif, 

sering kali melakukan recall tanpa meminta persetujuan rakyat sebagai pemberi 

delegesi utama terhadap anggota DPR dan DPRD. Sebagaimana yang telah termaktub 

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai kedulatan rakyat, maka dari itu 

dalam prosesi recall terhadap anggota legislatif harus mengikutsertakan rakyat, dalam 

proses penggantian antar waktu anggota legislatif dengan proses constituent recall 

untuk melibatkan rakyat secara langsung dalam penarikan atau penggantian anggota 

legislatif yang terkusus terhadap anggota DPR dan DPRD secara demokratis dengan 

mengedepankan kedaulantan rakyat, sehingga dalam prosesnya menjadi transparan 

dan demokratis.  

Kata Kunci: partai politik, constituent recall, kedaulatan rakyat. 
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ABSTRACT 

Sovereignty of the people is a guideline in a democratic country. In achieving 

people's sovereignty, the state must guard and protect all the wishes of the people. 

This writing aims to open updated insights regarding the concept of constituent recall 

or referendum recall in an effort to strengthen people's sovereignty. So far, the 

concept of recall occurring in Indonesia is fully controlled by political parties and is 

seen as injuring the spirit of people's sovereignty. In this paper using the type of 

normative legal research, by taking a statutory approach, and using a conceptual 

framework, and cases. In other words, this research aims to solve a problem of 

existing legal issues, of course supported by a statute approach related to the issue 

raised, as well as raising cases that have permanent legal force, and using a 

conceptual framework that is guided by views and doctrines. legal in law. Political 

parties are seen as hampering the process of channeling people's aspirations within 

the legislature, often carrying out recalls without asking for the approval of the people 

giving the main delegation to members of the DPR and DPRD. As stated in the 1945 

Constitution regarding the sovereignty of the people, therefore in the process of 

recalling members of the legislature the people must be involved, in the process of 

replacing members of the legislature between periods with a constituent recall 

process to involve the people directly in withdrawing or replacing members of the 

legislature which focuses on members of the DPR and DPRD in a democratic manner 

by prioritizing people's sovereignty, so that the process becomes transparent and 

democratic.. 

 

Keywords: political parties, constituent recall, people's sovereignty. 
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